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SKRIPSI                           PENEGAKAN HUKUM ATAS                  RETTA AYU URIP MAWARNI 
ABSTRAKSI 
 
Penggunaan transaksi tunai oleh masyarakat semakin berkembang khususnya 
transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan rupiah ke dalam mata uang 
asing yang diperoleh di gerai penukaran uang dan membawa uang tersebut ke luar 
negeri. Hal ini mengakibatkan uang asing dalam pecahan besar menjadi alat salah 
satu suap yang semakin banyak digunakan koruptor untuk mempersulit pelacakan 
aliran dana kepada pihak penerima dana. Oleh karena itu, guna memberantas 
tindak pidana pencucian uang dibentuklah kerjasama yang dilakukan antara 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan 
Keuangan yang berwenang untuk menindaklanjuti seseorang melakukan tindak 
pidana kejahatan seseorang yang tidak melaksanakan laporan pembawaan uang 
tunai.  
Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini 
dibahas tentang kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pembawa uang tunai ke 
dalam atau keluar daerah pabean, paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) atau nilainya setara dengan itu. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang 
pelaksanaan kewajiban pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean 
yang tidak taat melaporkan uang tunai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu ke Bea dan Cukai. 
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